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. Kajian ini menganalisa tiga
dimensi utama percepa-
tan penurunan stunting

di Indonesia: kerangka
regulasi / tata kelola; proses
pengukuran - konseling
dan pencatatan-pelaporan;
serta kualitas data dan
sistem data terpadu sebagai
output.

. Regulasi berdasarkan kajian
dibutuhkan untuk memas-
tikan tata kelola, fungsi,
pembiayaan dan tanggung
jawab pemerintah pusat
dan daerah.

. Kunci dari penguatan imple-
mentasi adalah penyertaan
komponen pengukuran
tinggi badan di posyandu
dan fasilitas kesehatan
didukung dengan kualitas
SDM yang rutin memper-
oleh peningkatan kapa-
sitas, standar yang jelas,
pengadaan logistik alat
pengukuran, dan penera-
pan komunikasi perubahan
perilaku.

. Data berkualitas dapat
diperoleh jika sistem infor-
masi lebih sederhana dan
interoperable, didukung
dengan ketersediaan aturan
pemanfaatan teknologi,
SDM yang terampil, dan
akuntabilitas sosial.
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Abstrak

Pemerintah melakukan penguatan integrasi program stunting untuk

merealisasikan skenario optimis penurunan prevalensi sebesar 2-2.5 persen

poin per tahun. Pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi perlu

didukung data pengukuran tinggi badan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan. Sistem informasi stunting andal adalah prasyarat penting agar
data hasil pengukuran mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar tata laksana
kasus dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-informed policy).

Kajian teknis ini memberikan kerangka berpikir, sintesis temuan dan rekomendasi
tindak lanjut mengenai implementasi kegiatan pengukuran tinggi badan balita

dan manajemen data stunting terintegrasi di Indonesia. Kajian teknis ini disusun
berdasarkan kajian literatur, analisis kebijakan, kunjungan lapangan, wawancara dan

diskusi dengan berbagai narasumber ahli.

Secara khusus kajian teknis ini akan memetakan relasi kuasa antar pemangku
kepentingan, menelaah peran mereka untuk menggerakkan sumber daya alokatif
dan otoritatif, serta bagaimana tindakan tersebut membentuk praktik-praktik
dalam implementasi kegiatan pengukuran tinggi badan balita dan pada akhirnya
mempengaruhi kualitas dan integrasi data stunting yang dihasilkan. Sebagai sintesis
dari temuan, kajian ini mengelompokkan tantangan utama dan merekomendasikan
rencana operasionalisasi untuk perbaikan, khususnya pada pemangku kepentingan

utama.

P LATAR BELAKANG

Meskipun prevalensi stunting telah
menurun sebesar 10 persen poin selama
dua dekade terakhir, stunting masih
menjadi salah satu masalah gizi terbesar
balita di dunia. Biaya terhambatnya
pertumbuhan  dan perkembangan
kognitif terkait stunting di antara tenaga
kerja Indonesia saat ini diperkirakan
mencapai 10,5% dari PDB dan dalam
jangka panjang dapat mengakibatkan
kerugian PDB hingga 300 triliun rupiah.

Kegiatan pengukuran panjang badan
atau tinggi badan yang termasuk dalam
paket program Stimulasi, Deteksi dan
Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak
(SDIDTK) merupakan fondasi penting
Strategi  Nasional  Penanggulangan
stunting (Stranas Stunting). Karena
pengukuran menjadi instrumen
esensial deteksi dini dimana data yang
dihasilkan akan menjadi basis tindak
lanjut setelahnya, dalam hal pengobatan
maupun perencanaan. Permasalahan
dalam pengukuran akan mengakibatkan
diskrepansi angka/data dan berdampak
pada pengambilan keputusan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, Pedoman
Pelaksanaan Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota
menempatkan pengukuran dan publikasi
angka stunting sebagai satu dari delapan
Aksi Integrasi.

Namun, ketersediaan kajian teknis
mengenai pengukuran tinggi badan
balita dan manajemen data stunting
terintegrasi amat terbatas di Indonesia.
Laporan Nutrition Capacity Assesmentin
Indonesia dan Background Paper untuk
Kajian Sektor Kesehatan memberikan
gambaran  besar  penyelenggaraan
pelayanan gizi di Indonesia, tetapi perlu
diperkaya dengan kajian teknis dengan
kedalaman analisis yang cukup untuk
perbaikan operasionalisasi kebijakan.

Studi ini menemukan bahwa pertama,
masih terdapat keterbatasan dalam
faktor pendukung seperti kerangka
peraturan, tata kelola, dan pembiayaan;
kedua, standar pengukuran tinggi badan
balita yang tidak konsisten, dan ketiga,
pengelolaan data stunting yang kurang
optimal. Studi ini merekomendasikan
pentingnya penguatan dan harmonisasi
kerangka regulasi, pembiayaan, tata
kelembagaan, serta partisipasi aktor
non-pemerintah  untuk  mendorong
implementasi pengukuran tinggi badan
terstandar dan pengelolaandata stunting
terpadu sebagai basis perencanaan dan
pengambilan keputusan.

'Qureshy, L.E, et al, 2013, Positive returns: cost-benefit analysis of a stunting intervention in Indonesia. Journal of Development Effectiveness,
5(4), 447-465. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19439342.2013.848223
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» TUJUAN

Secara spesifik, kajian teknis ini memiliki tiga tujuan
yang saling terkait. Pertama, untuk mendalami peran dan
kesenjangan dukungan regulasi, tata kelola dan anggaran
terkait. Kedua, untuk melakukan kajian praktik standar
pengukuran tinggi badan di berbagai platform layanan dan
memetakan integrasi antar layanan. Ketiga, untuk menguji
keandalan data dan sistem informasi stunting terintegrasi.
Sebagai sintesis dari temuan, kajian ini mengelompokkan
tantangan utama dan merekomendasikan rencana
operasionalisasi perbaikan untuk mendorong kerja
kolaboratif multisektor.

» TEMUAN UTAMA

Kajian ini mengadaptasi kerangka berpikir sistem evaluasi
dari Donabedian yang menyorot tiga dimensi dalam
penilaian kualitas, yaitu: (1) kerangka regulasi dan tata
kelola sebagai input; (2) proses pengukuran, konseling dan
pencatatan-pelaporan sebagai proses; dan (3) kualitas data
dan sistem data stunting terpadu sebagai output.

» Dimensi Temuan 1
Kerangka Regulasi, Tata Kelola dan Pembiayaan

Kajian teknis pada dimensi ini berangkat dari anggapan
dasar bahwa tatakelolayangbaik (good governance)akan
mendorong praktik-praktik baik dalam implementasi
program. Kajian ini akan berfokus pada kerangka regulasi,
tata kelola dan pembiayaan sebagai faktor pemungkin
(enabling factors) yang membentuk good governance.
Kombinasi ketiga elemen ini akan memberikan arah
dan ruang gerak bagi pemangku kepentingan untuk
berkolaborasi, bertukar informasi dan mempromosikan
kebijakan berbasis bukti.

a. Kerangka Regulasi

Upaya perbaikan gizi telah menjadi perhatian
dunia dan masuk ke dalam agenda pembangunan
global. Pada tahun 2012, WHO melalui World Health
Assembly (WHA) Resolution mengesahkan dan
mendorong negara anggota dan mitra internasional
untuk mengimplementasikan Comprehensive
Implementation Plan on Maternal, Infant and Young
Children Nutrition. Target perbaikan gizi di dalam
agenda Millenium Development Goals (MDGs) pun
kemudian dilanjutkan dan masuk ke dalam agenda
Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuan
untuk mengeliminasi semua bentuk kekurangan gizi
pada tahun 2030. Setiap negara anggota memiliki
tanggung jawab moral untuk menerjemahkannya ke
dalam kerangka kebijakan nasional.

Di tingkat nasional, Pemerintah telah merancang
kebijakan dalam berbagai tingkat untuk memastikan
upaya perbaikan gizi diimplementasikan dalam
berbagailini. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
mengamanatkan upaya perbaikan gizi yang tata
kelolanya tergambar dalam Perpres No. 42 tahun 2013
mengenai Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
(Gernas PPG). UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
mengamanatkan upaya mencapai ketahanan pangan
yang secara spesifiknya tergambar dalam Perpres No.

83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan
dan Gizi (KSPG). Rencana Aksi Nasional Pangan dan
Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan
Gizi (RAD-PG) menerjemahkannya ke dalam panduan
operasionalisasi di level nasional dan sub-nasional.

Pada tahun 2018, Pemerintah meluncurkan Strategi
Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas)
yang menjadi jawaban Pemerintah atas lemahnya
integrasi programyang ditujukan untuk sasaranutama
di lokasi prioritas. Stranas juga menggambarkan
secara detil rencana kerja dan peran masing-masing
pemangku kepentingan untuk penurunan angka
stunting nasional.

Kerangka regulasi telah tersedia di tingkat nasional
dalam berbagai tingkatan, namun menerjemahkan
dan mengimplementasikannya ke level subnasional
masih menjadi tantangan. Stunting telah masuk
ke dalam prioritas nasional dan melibatkan 23
K/L. Pemerintah telah menerapkan strategi untuk
memastikan upaya diimplementasikan hingga tingkat
terkecil, salah satunya melalui adanya indikator
pengukuran panjang/tinggi badan yang masuk
sebagai bagian dari indikator Standar Pelayanan
Minimum (SPM). Namun, kesenjangan regulasi dan
implementasi masih terjadi mengingat keterbatasan
kerjasama lintas sektor, pun regulasi yang belum
terharmonisasi.

. Tata Kelola

Pemerintah merancang arsitektur kelembagaan
untuk membagi peran antar K/L di tingkat nasional,
mengatur kewenangan pusat-daerah, memfasilitasi
implementasi kebijakan, serta memantau capaian
perbaikan gizi masyarakat. Dari hasil analisis
kebijakan, kajian ini membandingkan tiga struktur
tata kelola di tingkat nasional yang tertera di dalam
dokumen kunci: (1) Kerangka Implementasi Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi tahun 2013, (2)
Performance for Results Financing (PforR) World
Bank tahun 2018, (3) Strategi Nasional Percepatan
Pencegahan stunting 2018-2024.

Ketiga dokumen tersebut menunjukkan struktur
kepemimpinan dan koordinasi yang berbeda.
Struktur tata kelola yang dibawa oleh dokumen ke-2
dan ke-3 tidak menganulir arsitektur kelembagaan
dari dokumen ke-1. Perbedaan ini menimbulkan
kebingungan dan tumpang tindih pekerjaan,
contohnya pada dokumen ke-1 tim pelaksana/teknis
dikoordinasi oleh Bappenas, sementara di dokumen
ke-2 dikoordinasikan oleh Setwapres sedangkan
dokumen ke-3 oleh tiga Kementerian, yaitu Bappenas,
Kemenkes dan Kemendagri. Pada level implementing
agency, platform pengukuran utama seperti Posyandu
secara langsung dan tidak langsung dikelola oleh
empatinstitusiberbeda, yaitu Kemenkes, Kemendagri,
Kemendesa, dan tim penggerak PKK yang tidak
memiliki dokumen petunjuk implementasi bersama.
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c. Kerangka Pembiayaan

Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan
sumber pembiayaan yang adekuat dan berkelanjutan
untuk upaya penurunan prevalensi stunting. Skema
umum sumber pembiayaan Pemerintah untuk
program stunting di Indonesia adalah menggunakan
APBN (anggaran K/L), Dana Alokasi Khusus, APBD
1 (Provinsi), APBD 2 (Kabupaten/Kota), dana desa
(APBDesa), dan sumber-sumber lain yang sah.
Selain itu, juga terdapat sumber-sumber dana non
pemerintah yang dapat berasal dari badan hukum/
dunia usaha, donor, maupun individu/kelompok orang.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan
memperkirakan dibutuhkan alokasi anggaran untuk
gizi sebesar Rp 141,9 T setiap tahunnya untuk
memenuhi target penurunan stunting dalam RPJMN
2015-2019. Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) 2019,
alokasi anggaran APBN 2019 yang relevan untuk
mendukung penurunan stunting tercatat sebesar Rp
29 triliun.

Menyadari keterbatasan sumber daya untuk
mendanai inovasi program terkait stunting,
Pemerintah menggali sumber dana lain yang berasal
dari dunia usaha dan donor. Salah satu sumber
pendanaan internasional untuk stunting di Indonesia
adalah skema pendanaan Bank Dunia. Pada tahun
2018, Bank Dunia memberikan pinjaman lunak
kepada Indonesia dengan skema pembiayaan berbasis
hasil (Performance for Results) yang bergantung
pada pencapaian indikator/target yang ditetapkan
(Disbursement Linked Indicators). Mekanisme PforR
ini berupaya untuk menjembatani defisit anggaran
Pemerintah.

Sumber pendanaan lain yang potensial adalah
Dana Desa. Peraturan Menteri Desa tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa pada tahun 2020
menjadikan stunting sebagai salah satu prioritas.
Dalam praktiknya, peraturan tersebut masih
dalam tahap sosialisasi. Baru sekitar 20% Bupati/
Walikota yang membuat perda turunan mengenai
penggunaan dana desa untuk program stunting. Hal
ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah
dalam mendanai program stunting, salah satunya
terkait honor kader, dimana masih banyak terjadi
ketimpangan honor.

Mulai tahun 2020, Kementerian Keuangan akan
menerapkan ketentuan baru mengenai Dana
Insentif Daerah (DID), seperti tertuang dalam PMK
no. 141/2019. DID berpeluang memberikan insentif
kepada daerah tergantung capaian kriteria utama
dan kategori kinerja yang telah ditetapkan. Salah
satu kinerja yang diukur adalah pelayanan publik
bidang kesehatan, yang mencakup upaya penanganan
stunting. Kebijakan ini berpeluang mendorong
Pemerintah Daerah untuk berupaya optimal untuk

menangani stunting.

Besarnya alokasi pembiayaan program stunting
juga mulai mendorong Pemerintah Indonesia
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pemanfaatannya. Salah satu metode yang digunakan
adalah melalui sistem budget tagging and tracking
sebagai alat untuk mengukur dampak, kinerja
maupun mendorong akuntabilitas penggunaan dana.
Sayangnya, metode ini belum digunakan hingga
ke tingkat desa. Selain itu, belum adanya kerangka
kebijakan nasional yang mencantumkan pembagian
peran yang jelas untuk pembiayaan stunting antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
menjadi permasalahan untuk memastikan upaya
diimplementasikan dengan baik.

» Dimensi Temuan 2
Pengukuran Tinggi Badan Balita

Kajian teknis pada dimensi ini berangkat dari anggapan
dasar bahwa kesahihan teknis/technical soundness
pengukuran tinggi badan di berbagai platform dan
integrasi antar layanan akan memungkinkan tersedianya
data pengukuran tinggi badan yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data hasil
pengukuran menjadi alat untuk mengidentifikasi masalah
gizi pada anak sedini mungkin. Pada tingkat pengambil
kebijakan, data hasil pengukuran berguna untuk
peningkatan efektivitas perencanaan dan penentuan
target layanan dan alokasi sumber daya, juga pemecahan
masalah dan pemantauan di level desa hingga kabupaten.

a. Standar Pengukuran

Konsep Pemantauan Pertumbuhan (Growth
Monitoring) telah berkembang selama beberapa
dekade terakhir dan telah menjadi komponen
dasar dari layanan kesehatan primer. Dalam
perkembangannya, konsep ini bertransformasi
menjadi Growth Monitoring and Promotion (GMP)
yang menekankan aspek tata laksana konseling dan
rujukan pasca pengukuran.

Kajian teknis ini menangkap beberapa isu strategis
mengenai praktik standar pengukuran di Indonesia.
Pertama, terdapat perbedaan pendapat mengenai
ketepatan Growth Standard yang digunakan
di Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan
(Kepmenkes) No. 1995/Menkes/SK/XI1/2010
menetapkan standar antropometri yang digunakan
untuk mengacu pada WHO Growth Standard 2005
selama Indonesia belum memiliki National Growth
Chart Standard yang sahih.

Kedua, terdapat perbedaan pada kelompok umur
sasaran dan frekuensi pengukuran yang dianjurkan
pada beberapa kerangka regulasi di Indonesia.
Ketiga, perbedaan interpretasi hasil pengukuran
dalam kaitannya dengan definisi operasional status
gizi. Permenkes No. 66 tahun 2014 mendefinisikan
tinggi badan di bawah -25D sebagai short stature
atau perawakan pendek yang dapat terjadi karena
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variasi normal. Hal ini berbeda dengan definisi yang
dipakai oleh WHO: Anak tergolong stunting apabila
panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus
dua dari standar deviasi (-2SD) panjang atau tinggi
anak seumurnya. Keempat, komponen komunikasi
perubahan perilaku, terutama aspek konseling,
termasuk aspek komunikasi antar pribadi, luput dari
paket layanan pemantauan pertumbuhan.

Masih menjadi perdebatan mengenai apakah kader
Posyandu boleh melakukan pengukuran. Dalam
stranas dikatakan bahwa idealnya pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu
dilakukan rutin setiap satu bulan sekali oleh tenaga
kesehatan dibantu oleh KPM dan kader posyandu,
namun untuk pengukuran panjang/tinggi badan
dapat dilakukan minimal tiga bulan sekali. Belum
ada standar/regulasi yang mengatakan bahwa kader
posyandu untuk melakukan pengukuran tinggi badan.

Kenyataan di lapangan, tenaga kesehatan tidak
tersedia di semua tempat secara merata dan
sering kali mereka memiliki beban kerja yang
terlalu besar, maka kader sering kali jadi tulang
punggung pengukuran badan. Untuk itu, diperlukan
dukungan regulasi yang menyatakan kader terlatih
diperbolehkan mengukur tinggi badan pada kondisi
dimana tenaga kesehatan yang tidak tersedia.

. Aspek Kesahihan Teknis/Technical Soundness

Posyandu adalah tulang punggung pemantauan
pertumbuhan balita di Indonesia, namun terkendala
oleh ketersediaan alat ukur terstandar, ketersediaan
tenaga gizi di puskesmas serta kompetensi pengukur
baik kader posyandu maupun tenaga kesehatan.
Hasil riset QSDS milik Bank Dunia (2016) menyebut
hanya 61% Puskesmas yang pernah mendapat
pelatihan pemantauan tumbuh kembang anak dan
hanya 47% kader yang telah menerima pelatihan
yang sama dalam 12 bulan terakhir. Kesiapan
Posyandu menjadi garda terdepan pengumpulan
data terkendala kecukupan logistik: hanya 30% yang
memiliki lengthboard. Dengan tidak tersedianya alat
pengukuran terstandar serta kompetensi pengukur
yang terbatas maka kesempatan untuk mencegah
terjadinya stunting dan mendeteksi dini kasus dapat
hilang.

Proses alur kerja/business process pemantauan
pertumbuhan kurang menitikberatkan pada aspek
interpretasi data, konseling dan rujukan ke layanan
selanjutnya pasca pengukuran. Temuan lapangan
mengindikasikan layanan Posyandu berhenti hingga
meja pengukuran karena berbagai beban kerja yang
tinggi dan keterbatasan kapasitas dari kader posyandu
serta ketersediaan tenaga kesehatan. Akibatnya, tata
laksana kasus balita dengan permasalahan gizi dalam
praktiknya tidak berjalan sesuai standar layanan yang
ditetapkan.

Kombinasi ini menyebabkan data tinggi badan
untuk mendeteksi status gizi menurut TB/U dan
BB/TB tidak tertangkap dalam sistem informasi
kesehatan di banyak Kabupaten/Kota. Akibatnya,
pemantauan pertumbuhan di level akar rumput
masih mengandalkan data Balita BGM, yang cakupan
penemuan kasusnya juga terbatas. Riskesdas
menyebut jumlah anak Balita yang tidak pernah
ditimbang dalam 6 bulan terakhir meningkat dari
25.5% (2007) menjadi 34.3% (2018). Cakupan
e-PPGBM yang masih rendah (49.6%) menyebabkan
survei rumah tangga (co: Susenas, Riskesdas, SSGBI)
dan surveilans masih menjadi sumber data stunting
yang utama. Hal tersebut disebabkan karena masih
banyak daerah masih terkendala masalah seperti
keterbatasan jaringan dan kapasitas tenaga untuk
melakukan manual input dan integrasi dengan sistem
pelaporan lainnya.

. Integrasi Antar Layanan

Keberhasilan Posyandu sebagai tulang punggung
pemantauan pertumbuhan balita dapat diraih
apabila sistemnya terhubung dengan jejaring
kegiatan/program Puskesmas lainnya. Untuk
menjangkau sasaran yang tidak memiliki akses ke
Posyandu, sweeping dilakukan dua kali setahun
melalui Bulan Penimbangan Balita. Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-
PK) juga menjadi sarana untuk menganalisis faktor
risiko di level keluarga. Program Stimulasi, Deteksi
dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
juga menjadi intervensi penting untuk memantau
pertumbuhan dan perkembangan anak dengan
pelibatan masyarakat, sekolah dan tenaga kesehatan
secara terintegrasi.

Pada masyarakat yang tinggal di perkotaan,
pengukuran seringkali dilakukan di platform klinik
dan Rumah Sakit swasta. Klinik swasta dan praktik
mandiri membantu memberikan pelayanan sampai
ke level komunitas. Namun, tidak semua layanan
melakukan pengukuran tinggi/panjang badan, dan
hanya melakukan penimbangan berat badan saja.
Penyedia layanan kesehatan diharapkan melakukan
pengukuran tinggi badan sesuai standar sebagai
bagian dari layanan dasar yang diberikan kepada
balita.

Temuan anekdotal yang terkonfirmasi melalui
wawancaradankunjunganlapangan,mengindikasikan
bahwa platform-platform layanan yang ada masih
terfragmentasi dan tidak saling terhubung dalam
kerangka upaya rujukan-rujuk balik. Salah satunya
karena tidak adanya sistem informasi/data yang
saling terhubung atau memungkinkan pertukaran
data antar layanan kesehatan sesama sektor publik
dan publik-swasta.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) diinisiasi
untuk mendorong adanya mekanisme pemantauan
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sosial di tingkat desa. KPM memastikan layanan
stunting sampai kepada keluarga 1.000 HPK dengan
menggunakan tikar pertumbuhan dan kartu skor
konvergensi sebagai alat edukasi dan deteksi
faktor risiko. KPM melakukan pemantauan bulanan
atas pelaksanaan konvergensi 5 paket layanan
penanganan stunting melalui pelaksanaan kegiatan
posyandu, kegiatan PAUD, dan kunjungan ke rumah
sasaran. Sistem monitoring sosial ini berada di bawah
koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), namun
sayangnya belum terintegrasi dengan baik ke sistem
pemantauan Kementerian Kesehatan. Hal ini juga
membuat kebingungan karena adanya keberadaan
kader posyandu dan KPM.

» Dimensi Temuan 3

Belum Optimalnya Manajemen Data Stunting
Kajian teknis pada dimensi ini berangkat dari anggapan
dasar bahwa data hasil pengukuran hanya berarti apabila
dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pembuatan
kebijakan dan pengambilan keputusan klinis. Informasi
hasil pengukuran hanya akan bernilai kecil jika tidak
tersedia dalam format yang memenuhi kebutuhan banyak
pengguna dan tidak disampaikan pada waktu yang tepat
(timely). Sistem informasi stunting yang baik memastikan
semua pengguna memiliki akses pada data yang andal,
dapat dipahami dan dibandingkan. Dengan demikian,
pengukuran pertumbuhan berfungsi untuk tujuan
yang lebih luas, seperti memberikan peringatan dini,
mendukung manajemen fasilitas layanan, meningkatkan
kualitas perencanaan program dan alokasi sumber daya,
merangsang munculnya penelitian-penelitian baru, serta
mendorong adanya kebijakan berbasis bukti.

a. Data Generation: Ketersediaan dan Kualitas

Kegiatan pengukuran dan publikasi angka
stunting menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab
pada pengumpulan data pada tingkat individu

(individual level data) dan tingkat fasilitas kesehatan
(health facility level data). Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dan Badan
Pusat Statistik (BPS) bertugas untuk mengumpulkan
data pada level populasi (population level data) dan
surveilans (surveillance).

Temuan anekdotal, yang terkonfirmasi melalui
wawancara dengan para ahli, mengindikasikan
beberapa permasalahan dalam kualitas data.
Pertama, data tidak dikumpulkan (completeness),
misalnya, ada balita yang tidak dibawa ke Posyandu
dan tidak tercatat dalam sistem pemantauan. Kedua,
data dikumpulkan menurut protokol yang dapat
berubah tergantung oleh siapa dan kapan data itu
dikumpulkan (precision and reliability). Ketiga,
data dikumpulkan, tetapi terjadi distorsi dalam
transmisi (misalnya: terjadi kesalahan pengukuran;

terjadi perubahan data dalam transfer catatan
di Posyandu ke laporan Puskesmas dan ke Dinas
Kesehatan akibat human error atau manipulasi
data, dan lainnya) sehingga tidak mencerminkan apa
yang sebenarnya terjadi (validity). Keempat, data
dikumpulkan menggunakan lebih dari satu format
yang tidak terintegrasi dan dalam sistem dengan
interoperabilitas rendah (interoperability). Kelima,
penyimpanan data dilakukan oleh individu pengelola
dengan mekanisme koordinasi antarpengelola yang
rendah; dan (6) data tidak dilaporkan sesuai waktu
(timeliness).

. Integrasi Data untuk Analisis dan Sintesis

Sisteminformasi stuntingmasihmengalamimasalah
pada integrasi sistem baik di sektor kesehatan
maupun non-kesehatan. Di level Dinas Kesehatan
kabupaten/kota, setidaknya terdapat 11 formulir
pelaporan Sistem Informasi Puskesmas terpisah
yang melacak cakupan kegiatan dan program terkait
stunting. Hal ini menyebabkan adanya tumpang
tindih dalam pengumpulan dan pengolahandatayang
masih dilakukan berulang oleh unit-unit berbeda.
Data yang terfragmentasi karena setiap program
memiliki basis data yang berdiri sendiri membuat
hambatan ketika pengguna memerlukan informasi
komposit yang harus menghubungkan dua atau lebih
basis data. Kondisi ini juga mengakibatkan rasio
beban administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan
menjadi besar yang berdampak pada gangguan
kinerja pelayanan publik.

Masing-masing kabupaten/kota juga memiliki
Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dan
e-Puskesmas sendiri yang belum terintegrasi
dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
(SIKDA). Setiap sistem informasi tersebut cenderung
untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya
dan langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat paling bawah dengan menggunakan bahasa
pemrograman masing-masing. Akibatnya, upaya
pengembangan cenderung menciptakan silo sistem
informasi kesehatan dan kurang memperhatikan
keberlangsungan sistem dan konsep integrasi sistem
untuk efisiensi.

Lemahnya kondisi sistem informasi kesehatan saat
ini tidak terlepas dari lemahnya peran Pusdatin
dalam mengembangkan sistem pencatatan dan
pelaporan. Pada prinsipnya sistem informasi di unit
utama harus dapat berkomunikasi dengan aplikasi
integrasi di Pusat Data dan Informasi (komunikasi
data dan data warehouse). Namun, setiap unit utama
di Kementerian Kesehatan memiliki dukungan
aplikasi pencatatan dan pelaporan yang bervariasi
untuk pengelolaan data dan informasinya. Di era
satu data tantangannya adalah pada kemampuan
Pusdatin mengintegrasikan data dari unit utama.
Selain itu, mekanisme/ prosedur terkait dengan
informasi satu pintu belum tersedia. Hal ini menjadi
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penyebab terjadinya duplikasi data dan menjadi salah satu
faktor sulitnya membangun sistem informasi kesehatan
di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi
kesehatan nasional.

Tantanganuntuk membangun jejaringlintas sektor sangat
besar padahal kebijakan satu data dan keterbukaan data
stunting sangat penting untuk mengelola basis data
utama. Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, memberikan kerangka kebijakan standardisasi
pengumpulan data dan penyusunan kebijakan berbasis
bukti yang terpadu. Adanya kebijakan pemerintah dalam
memperkuat e-government akan sangat bergantung
pada interoperabilitas seluruh komponen sistem. Belum
tersedianya standar dan protokol dalam penyelenggaraan
sistem informasi di setiap kementerian/lembaga
mengakibatkan ketidakjelasan “aturan main”. Akses data
dan informasi dari lintas unit di Kementerian Kesehatan
dan lintas sektor masih sulit dilakukan.

. Pemanfaatan Data

Selain lemah dari sisi cakupan program, tindak lanjut
pasca pengukuran seringkali tidak tersedia. Pemantauan
pertumbuhan balita di Indonesia terselenggara
dengan sedikit penekanan pada penggunaan informasi
pertumbuhan vyang diperoleh untuk mengedukasi
perbaikan pola makan dan pola asuh anak. Temuan
anekdotal mengindikasikan bahwa meskipun sebagian
waktu Pemegang Program Puskesmas dihabiskan untuk
mengumpulkan dan melaporkan informasi, data jarang
digunakan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi.
Forum untuk berbagi dan mendiskusikan data yang
relevan di tiap dan antar sektor juga tidak tersedia di

semua tingkatan. Forum yang rutin dilakukan hanya di
tingkat pusat. Analisis data pun tidak segera dilakukan
(atau bahkan tidak dilakukan), sehingga bila terjadi kasus
stunting di masyarakat tidak ditindaklanjuti segera (early
detection).

Metode komunikasi yang  digunakan untuk
mengkomunikasikan hasil pengukuran dan
interpretasinya terkait masalah gizi masih terbatas.
Petugas kesehatan di lapangan belum dilengkapi dengan
panduan untuk mendorong perubahan perilaku, terutama
dalam hal melakukan tindak lanjut pasca pengukuran.

Keterbatasan pemahaman akan pentingnya pemantauan
tumbuh kembang, juga memicu Buku Kesehatan lIbu
dan Anak (Buku KIA) di banyak kasus pun sering tidak
dimanfaatkan secara optimal. Padahal Buku KIA dapat
menjadi media ataupun acuan data dan kemajuan yang baik
bagi para orang tua/pengasuh untuk memantau kesehatan
maupun tumbuh kembang anak mereka.

Data stuntingterintegrasi yang tidak andal menyebabkan
lemahnya basis penyusunan regulasi dan rencana aksi
terintegrasi. Manajemen data stunting terintegrasi
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran untuk mendukung
keseluruhan proses penganggaran, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi penurunan
stunting. Sistem manajemen data yang lemah akan
menyebabkan Aksi Integrasi yang membutuhkan data
stunting terintegrasi, yaitu: aksi #1 (Analisis Situasi), aksi
#2 (Rencana Kegiatan), aksi #7 (Pengukuran dan Publikasi
Stunting), dan aksi #8 terkait dengan Reviu Kinerja
Tahunan tidak memiliki input yang memadai.

P> REKOMENDASI UTAMA

Rekomendasi diusulkan untuk memandu pemangku
kepentingan memutuskan langkah yang akan dikerjakan
segera dalam ranah tupoksinya masing-masing, maupun
dalam kolaborasi antar sektor. Di bagian ini dipetakan
kebutuhan dan prioritas apa yang patut menjadi perhatian
pemerintah ke depannya. Rekomendasi secara detail dapat
dilihat di dalam lampiran.

1 Rekomendasi untuk Penguatan
d Kerangka Regulasi, Tata Kelola dan

Pembiayaan
RekomendasiberikutditujukankepadaKementerian/
Lembaga dengan fungsi koordinasi (Setwapres/
Bappenas/Kemenko PMK)

- Merancang kerangka regulasi berdasarkan kajian
kebutuhan dan gap di lapangan yang melibatkan
berbagai elemen pemangku kepentingan

- Ditetapkannya struktur tata kelola yang cukup
sederhana, efektif dan disepakati oleh semua
pihak dilengkapi dengan pembagian peran dan
fungsi koordinasi yang jelas

- Mendorong pengesahan segera kerangka
regulasi yang menjadi payung stranas stunting,
yang salah satunya, mencantumkan pelibatan
pemangku kepentingan multi sektor secara
bermakna beserta peran dan fungsinya secara

- jelas
Meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas
pemanfataan dana program stunting melalui
mekanisme budget tagging and tracking hingga

- ke tingkat desa

Mendorong mekanisme evaluasi  kinerja
Pemerintah Daerah
2 Rekomendasi untuk Perbaikan
d Implementasi Pengukuran Tinggi

Badan
Rekomendasi ini ditujukan untuk Kementerian/
Lembaga dengan fungsi koordinasi dan fungsi
implementasi teknis (Kemenkes dan Bappenas)
- Harmonisasi standar, tata laksana dan definisi
operasional
- Pada kondisi yang tidak ideal dimana tidak
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tersedia tenaga kesehatan terlatih, maka
peningkatan kapasitas kader posyandu mengenai
pengukuran tinggi badan serta kemampuan
konseling dan interpretasi data menjadi penting

- Memasukkan komponen dan melakukan
pelatihan komunikasi perubahan perilaku dalam
paket pelayanan pertumbuhan

- Pelatihan tenaga kesehatan jarak jauh berbasis
internet (e-learning) mengenai pemantauan
pertumbuhan dan komunikasi perubahan
perilaku ke puskesmas-puskesmas

- Merancang kerangka regulasi yang menyatakan
kader terlatih diperbolehkan mengukur tinggi
badan pada kondisi dimana tenaga kesehatan
yang tidak tersedia

- Meningkatkan ketersediaan tenaga gizi di setiap
Puskesmas

- Pengadaan logistik pengukuran dan pelaporan
sesuai standar yang dibutuhkan di Posyandu

- Integrasi berbagai layanan pengukuran tinggi
badan balita dari tingkat posyandu sampai
Kabupaten/Kota

- Peningkatan cakupan dan kualitas PIS PK untuk
memastikan dan mengedukasi setiap keluarga
yang memiliki balita untuk ke posyandu.

- Kementrian kesehatan memasukkan komponen
pengukuran tinggi badan ke dalam standar
pelayanan pemantauan tumbuh kembang di
posyandu dan fasilitas kesehatan

Pada kondisi dimana tenaga kesehatan tidak
tersedia, maka puskesmas harus memvalidasi hasil
pengukuran oleh kader dan memastikan bahwa
sistem rujukan dari posyandu ke layanan kesehatan
terdekat berjalan sesuai prosedur, yaitu:

- Kader hanya melakukan pemantauan berat
badan balita setiap bulan dan merujuk balita ke
tenaga kesehatan di puskesmas bila terindikasi
memiliki masalah nutrisi atau berat badannya
tetap, atau tidak naik setelah pengukuran dua
kali berturut-turut.

Rekomendasi untuk Manajemen Data
Stunting

Secara khusus, tim menggarisbawahi pentingnya
realisasi mahadata/big data stunting yang
diproduksi, dikelola, dan disimpan oleh Pemerintah
untuk dimanfaatkan oleh organisasi manapun,
termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri. Hal ini
sejalan dengan kebijakan satu data (Perpres No. 39
tahun 2019) yang memiliki sejumlah tujuan penting,
di antaranya adalah strukturisasi regulasi dan
institusionalisasi pengelolaan data, serta integrasi
data Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan
lembaga-lembaga negara ke dalam satu portal data
sehingga menghasilkan suatu set data terbuka (open
data).

Untuk memastikan agar arah kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, program dan kegiatan
pembangunan berbasis data bersama yang dapat
dipertanggungjawabkan, tim penulis merumuskan

rekomendasi spesifik untuk K/L dengan fungsi
pemantauan dan evaluasi (Pusdatin Kemenkes, BPS,
TNP2K dan Kementerian Desa)

- Peningkatan kapasitas kader posyandu dan
petugas gizi puskesmas untuk melakukan
pencatatan dan pelaporan, juga pemanfaatan
data

- Penyederhanaan sistem informasi posyandu
dan integrasi score card KPM kepada sistem
informasi Posyandu juga ePPGBM

- Peningkatan cakupan penggunaan e-PPGBM
disertai dengan peningkatan kapasitas petugas
terkait surveilans - proses mengumpulkan -
menganalisis - action berdasarkan analisis,
dengan juga mempertimbangkan keterbatasan
daerah dalam infrastruktur dan kapasitas SDM

- Pelaksanaan SSGBI oleh BPS dan Litbangkes
dilakukan secara rutin setahun sekali untuk
mengetahui prevalensi terkini stunting balita

- Pengintegrasian data prevalensi dan program
terkait pencegahan stunting dalam platform
Mbhealth yang dikembangkan Pusdatin Kemenkes

- Menambahkan Peta Jalan Sistem Informasi
Kesehatan Nasional terkait penyertaan kejelasan
peran antar pemangku kepentingan serta
pengembangan rencana integrasi SIK nasional
dan daerah

- Memperkuat Sistem Informasi Kesehatan
Nasional melalui pemanfaatan teknologi tepat
guna serta perbaikan interoperabilitas sistem

- Mengembangkan naskah petunjuk pelaksanaan
e-government untuk permasalahan gizi di
Indonesia

- Memasukkan agenda gizi terutama stunting ke
dalam agenda perencanaan desa, seperti melalui
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), untuk
mengkomunikasikan dan mendiskusikan data di
tingkat komunitas

- Melibatkan organisasi masyarakat sipil dan
individu untuk melakukan pemantauan sosial
(social accountability)

Namun demikian, mengingat penanganan stunting
membutuhkan orkestrasi nasional yang melibatkan
pemangku kepentingan di luar pemerintah; peran
masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi serta
media untuk memastikan pelibatan publik secara
luas sangat dibutuhkan. Dalam kajian ini, tim penulis
telah memetakan aksi yang diharapkan dari setiap
kelompok pemangku kepentingan di dalam dokumen
lengkap untuk membangun serta melaksanakan
berbagai aksi untuk menurunkan angka stunting
nasional. Dalam dokumen singkat ini, tim penulis
berusaha memaparkan peran para aktor secara
umum, sebagai berikut:

Masyarakat sipil

Tersebarnya kelompok masyarakat sipil, termasuk
kelompok pemuda, hingga ke tingkat desa menjadi
sebuah kelebihan bagi mereka untuk dapat menjadi
perpanjangan tangan pemerintah terutama
dalam hal menjembatani akses serta melakukan
pemantauan ke kelompok sasaran yang tak
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terjangkau oleh Pemerintah. Selainitu, merekajuga
dapat mengawal proses dan memberikan bantuan
teknis melalui kajian dan studi yang dibutuhkan
untuk menginformasikan pembuatan kebijakan
dan mendorong keterlibatan kelompok rentan dan
marjinal dalam proses. Kelompok masyarakat sipil
juga memiliki fleksibilitas untuk melakukan inovasi.

Akademisi

Akademisi didorong untuk terlibat dalam proses
kajian dan rancangan regulasi dengan memberikan
masukan dan bantuan teknis lain yang dibutuhkan
melalui studi dan riset.

Sesuai dengan tri darma perguruan tinggi,
akademisi juga diharapakan dapat mengisi
kesenjangan pelaksanaan melalui  kegiatan
pengabdian masyarakat di tingkat desa.

Organisasi Profesi

Organisasi profesi diharapkan untuk dapat
memastikan para tenaga kesehatan/penyedia
layanan kesehatan (Health Care Providers) yang
bernaung di bawah asosiasi profesi untuk dapat
menjalankan pelayanan kesehatan, mulai dari
pengukuran tinggi/panjang badan serta konseling
dan tindak lanjut lainnya, sesuai standar dan tata
laksana yang telah ditetapkan. OP diharapkan
dapat berperan aktif menjaga kualitas dari layanan,

dengan terlibat dalam jaminan mutu dan supervisi.
Kementerian Kesehatan, sektor swasta dan aktor
lainnya perlu bekerja sama dengan OP dan HCP
dalam penentuan standar pengukuran tinggi dan
berat badan, termasuk program pemantauan.

Sektor Swasta

Sektor swasta merupakan aktor penting dalam
pembangunan. Sektor swasta dapat membantu
dalam bentuk cash assistance, technical assistance,
supply assistance mengisi kesenjangan yang tidak
bisa diselesaikan oleh pemerintah dan organisasi
masyarakat.

Selain membantu mobilisasi sumber daya, dengan
potensinya yang besar, sektor swasta juga dapat
mendukung pemerintah lewat pendekatan-
pendekatan yang inovatif dan dengan teknologi
sertariset yang maju.

Media

Peran media tidak kalah penting untuk dilibatkan,
media dapat melakukan pengawasan terhadap
pemerintah melalui pelaporan yang kritis dan
menyuarakan secara jujur yang temuannya di
lapangan. Selain itu, media dapat mensosialisasikan
dan membantu edukasi kepada masyarakat
tentang stunting dan dampaknya bagi kesehatan.




DI

CENTER FOR

U

INDONESIA'S STRATEGIC

DEVELOPMENT INITIATIVES

Badan Balita dan

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

inggi

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

1eq1|493 SueA
ue3uljuaday ny3uewsad uesad
ueiBequiad uese[afay ueduap

seuaddeg ysjo  uidwidip
ueA |euoiseu sununys
ueunJnuad uejedsduad

eAedn njun IseuipJooy uep
ejojoy eje} Jnpjnais eAuepy

eqilisy
SueA esyw uep /3 denss
se|af SueA uesad ueiSequiad
uep 1Seulp.Jooy Jnje
uesusp e|ojay ele} nPinas

‘ueanjeuad uelfe

e39s ‘ueduidwepuad uep ueyiyejad
‘sejiunwioy| 3ex3uly 1p uejeiSay
Injejaw yejuiswad weadoad
wejep jpje uesad |Iquesusiy
:uejeyasa) Isajo.d IsesiuesiQ

leq
SueA IseXIUNWOY B1I3S ISeUIPIoOY
Jnje uep ejojsy eje} ueyiIsewaw
¥N3un siuye} uenjueq uep uexynsew
ueyaquiay  :Isajoid  Isesjuesio
uep ‘Islwapede  ‘ejsemMs  ‘0SD

‘we.JSoud uep seulp sejul| [Ie}spusW e1edds
1s8uny uep ueJad ueiSequiad uexnyePN
:yeJaep yejuuswad

|139puaW eJedas /) denas 1ssuny
uep uesad ueiSequiad |seulpJoo3us|n -
ueyningay
1eNsas IsuanyaJ) uesusp uenwsallad
ueydejauaw uep [Seulpiooy uexnyesin -
:lojeulp.iooy/en)ay|

ueyeun3ip SueA e|o|ay eje} ewein
JnpjnJls uexsninwaw saidepp/uspisald

1SeuIp.1ooy
Jnje uey{13sewsw yniun

se|af SueA uesad ueiSequiad
ue3uap (dej3ua|ip deyid enwas
ysjo iyexedasip uep J1xaJ9
‘eueyJapas dnynd SueA ejojay
e1e} 4npjnJ3s uexdelsusip|

¥¢0¢
wn|agas surunis ueuninuad

uep ueyeSaouad eAedn ynjun
1se|n3a. ex3uetay| pyIjiwaw
yeJaep yejurswad %001

¥¢0¢ Wn[sgss
ylpui Suedwn} SueA epe
epi3 Suiunys 31ex49) Ise|n3ay

esap 1ex33ul}

9y e33uly Sununis ueuninuad
uep ueyeSaouad eAedn ynjun
1se|n3aJ ex3ue.ad| eAuepy

uejnfue|ay.aq
uep Isesiuow.eya} SueA
Bununys 1sen3aJ  ex3ueus)|

ue3uede| Ip uexnwalp

3ueA un[n[eJedas uexetenAusw
uep si31 SueA uelodejad Injejsw
yejursswad isemeSus| :elpaal

uexyningip SueA ule| sjuyaj uenjueq
uep ueynsew ueyliaquiaw uesusp
1se|n8aJ ueSuedue. uep uelfey
s3s0.d wejep 1eqi|4a3/1snqLIjuoXJaq
:1sajoud |sesjues.io

uep Isiwapee ‘e}seMms 10143S

uexefigoy
uejenquad ueyjisewojuiSusw
Nnjun  ueyningip  SueA  1pn3s

uep uelfey Injepw saso.ad [eme3usin

s9so0.d enwias

1P 3eq|493 3mun sejljiqesip uep
JeuiSaew ‘upysiw yodwo|ay uejeqijad
uep sejIAISn|yul SUOIOPUSIA :0SD

esap |BXO| Uejlieay uep Isuajod siseq.aq
Bunaunys ueununuad uep ueyeSsouad eAedn
sipjead yexSue| Iseulwasip uep esap jex3ul}
9 e33uly ueSueusamay I1se|n8ad Suedueusip
:yesaeQq yejurswad

Bununys ueueSueuad uep

ueye3aouad eAedn wejep ej03/qey 1ex3ul}
w3} ueynjusquiad Suejua) ejoyijepn/1redng
|9A3] ueanjesad ex3ue.sd eAuepe SUOIOpUS|A
118epuswa)

snsnyy| Ise|n8aJ exSue.sy njens wejep
Bununis seueJ}s ueyesaduad SuUoJopus|p
seuaddeg

/31 sejul| Ise|ngau Isesiuowliey uep
ueyningay uelley IseuipiooSusw seuaddeg

ueguuaday nySuewad
uswis|a [edeqJaq uejeqiiaw
3ueA ue3uede| Ip ueSueluasay
uep ueyningay uelfey
ueyJesepJaq 1se|n3aJ ex3ue.sy
ueyjleqJad uexnyep|n

J03e1pu]|

1931e]

Jopyas seyur]

yejupswad

PUNY 1Y

ISepusawWoy

ueeAelquiad uep e[o]a)] eie] ‘Ise|nSay exSuela)| ueyieqiad Isepuawoday

ueaidwe]




D

CENTER FOR

of
gz
H
it
&
EH

C

Badan Balita dan

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

inggi

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

20 Wn[3gas esap
BNWAS Ip BUnUNIS YNJun 94~
[EWIUIW BSSp euep ISexoly -

eAuute| e[saury 198.4e3/INdS
ledeousw  SueA  yeuseQq
yejuliawad 18eq Juasuisip
uep JIJUSsSUl  SWSIUBNSIN -

sejiorid nsi Ipefusw
Nepi3 Sununis ye|s1as suiunis
ueunJnuad uep ueyeSsouad
eAedn (||p ‘essp euep ‘INdS
:00) uelnfuejlagay euedual
uep Jenjay 1393e4)s eAuepy

ugun3s eue}s

saJduad ueyesaduad yuojopuswi
eAep Jaquins uesunynp uep

eAep Jaquins ISesl|Iqow apl ‘J13eAoul
uejespuad Jems| Sunynpusin
‘ISeMg

ueyynIngip

3ueA siuya} uenjueq uep ueynsew
ueyjlIsqusw ‘sas50.4d |emesusin

OS2

euewIp yeJaep 3ex3un oy ledwes 0Z0g
unye} esa(] eue(q ueeungsuad sejliolid
8UelUL1 6TOZ/TT OU 1 1Ad esapusuiiad
eAuuesnsje|Jagip ueyiisewaly -
11Qd esapuawia)| uep LiSepuawa)]

yeasep ay
jesnd iep uenjueq euep ue3uein3uad uep
uese33ue ueyequeuad ‘1ex3ued ueyieusy|
:4ojuo) "yeJsep yejurswad ynjun
Juawysiund uep pipmal awsiuedaw [eseqas
el19y] 1se3saud Jojeyjipul njens ueydejsusw -
Juawysiund uep
piomal wa3sIs uedusp yedsep yejuriswad
efJsupy ewe)n Jojexipul ledeqss
ueyjisejuawa|dwiip NS uey1Isews|y -
11Sepuswa)

yeuaeq
yejuLiawad efiauny Isenjeas
awisiuexaw SUOJOPUBI

esap jex3uly
9y e33uly uexdeusyip Sunob.}
pub Bui88p) 198pnq wslsIS

Suppeay
pue Sui33e} 398pnq uedessuad
leusSusw 1sein3as ex3uetsy|

esap
1ex3uI} 9y e33uly ueeAeiquiad
Bunpo.y pup Bu188p)

J28pnqg wiaisis eAuuedetsig

euep ueeun33uad

ef1sury 1senjeAs njuequisw

3njun ueifey uep 1pn3s uexnye|an
ue3ue.oJad uejeysssy Liep

1esaq y1ga| 1exeeAsew uejeysssy
uese33ue ISex0|e SuUoJopus|A
sejljigejune uep Isuetedsuedy
SuoJopusw uep jemesus|y -

‘elpsw uep

‘Isajoud Isesiuesio ‘isiwapede ‘0Sd

SeAe| SueA

Japey Jouoy uese33ue dnyedusw ‘Suijunis
3}njun ueleS3ue ISex0|e AUBPE UR)IISEWSIA
yeaaep yejuriswad

"ejoyj/usjednaey
e143s ‘Isuinoud ‘yesnd 3ex3urny
ue3unuaday nySuewad eaejue se|afeledas
ueeAeiquiad jiexJa} uesad 1ISequisw SueA
(e119314y] Uep UNPaso.d ‘depuels ‘euloN)
MdSN/Jeuoiseu Isejn3au ex3uelsy eAuepy -
wiajsAs Buryop.y pub Suissp)
128pnq uedelsuad leussusw yeiaep
1ex3ul} ledwies Ise|n3au ex3uelsy eAuepy -
esap e33uly
Jesnd 3ex3uy 1iep Supunis ueunanusd
uep ueyedsouad uejel3ay/weldoud
ueeAeiquiad Sunyop.y pup
BuIBBpy wajsis Isejusws|dwi uexdessus|y -
:Jesnd yejuriswad

Bununis weasoud
euep uejeejuewsd Se}IAIPD)D
uep ISUISIJS ueXie)3ulus|y

8ununis ueuninuad
eAedn 3njun Jopjss
13w uejeqijad jenwsw
SuaA 1se|nSa. exSuels)]

euMew.sq eJedss Joyss
13Inw uedupuaday nySuewad

uejeqijad ue)wnjuesuaw
seuess saidiad
3ununis

seue.)s saidiad eAuuedyesiq

uexynIngip
e|iq siu¥a] uenjueq uep ueynsew
ueylIaquisly  :1sajoad  1sesiuesio
uep ‘Islwapede  ‘eysems  ‘OSD

(d1y>e uezexedasay Sunjuesusy) Suigunis
snsnyy nJeq saiduad neje IsiAsd saudiad
wejep uejwniuedip jedep yexysen "10329s13nw
uejeqgiad  ej3ueJsy  wnjuedss}  yeps)
seueJ}s wejep Ip je3uiBusw Buiunis seuedys
ueyesaSuad SuoJdopusw Jojeulp.ooyj/enia)

euwyew.sq
©4e235 10303sI3 W uedui}aday
nySuewsad uejeqijad

leus3uaw eAunjes yejes
ueywnjuesusw SueA ewejnusy
‘Bujunys seueuys SunAed
1pefusw SueA 1se|n3a. ex3ue.sy
eJ989s ueyesaduad Suolopusiy




DI

CENTER FOR

U

INDONESIA'S STRATEGIC

DEVELOPMENT INITIATIVES

Badan Balita dan

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

inggi

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

uepeq 133u13 ueanynduad
ueynyeaw yiesl

Japey| leusdusw Jnjesusw
3ueA 1se|n3a. ex3uess)

sewsaysnd
undnew npueAsod Ip uepeq
3uefued/138u13 ueanynduad

uexyningip SueA Jepuejs uep
Isus3adwoy Iynuswsw Jede ueyiye|ad
uep ueSuidwepuad njuequia|p|

e1pa5.19] Yepl} ueleysssy eSeus) euewip
1SIpuoy| eped uepeq Suefued/133ul} Jn)yn3usw
uexysjoqgJadip yiieuay Jspey uexejeAusw
3ueA 1se|n3au ex3uelad 3ueduelsip

sewsaysnd deijas

sewsaysnd
undnew npueAsod Ip uepeq
138u13 ueanyn3uad ueynyePw

1213 eSeua} ueynye|aw yniun :Isajoud |sesjuesio 1p 118 e8eus) uee|pasia}ay] uexiexsulusi 3njun yijeltay eSeusy
Dijiwsw  sewsaysnd %007 | Ylie|ta} eSeus) ueelpas.talsd] uep Isiwapee ‘eysems ‘0sd uejeyasay| ueLIsjus WD) VLT E EVENTVENTHSETTET]
Jepue)s uep uenpued
}1eJ9} BWelNIS) Siuya) uenjueq seuaddeg epeda uepeq 133u1} ueanyn3uad
ueyjlisquisw uep 18uidwepusip| ISusnya.} uep ueleses Jnwin Jodwo|ay
:uejeyasay I1sajo.d isesiuesiQ ‘ISIUIJSP Uende [eussusw ISepuswoa.
ueyjIaquisw uep uey3uequissusw
uepeq 133u13 ueanyn3duad ueynjiadip ewes.iaq 3njun 1jye ef1ay yodwo|ay
ISUSNYa.} Uuep ISUSAIS]UL 8ueA sjuxa) uenjueq uep uexnseul JNJUSqUISW S)UBWY 1ZID Jesopa.iq uepeq 133ul} ueanyn3uad
ejljeq Suequuay ue.eses Jnwin yodwo|ay ueyjLIsquisw ef1ay yodwo|ay 1SUSN.J BJISS ‘Ueleses anwin
ynquin} uenejuewsad ‘BUIUNS 3183493 ISIUlyap wejep jeqi|Ja3 :1sajo.d Isesjuesio 1se|n8aJ 1sesjuowtiey sasoud sodwo|ay ‘leuoise.ado ISiuljap

ueeuesye|ad nfuniad ISIASY

leuasuaw Jepuels njes

uep Isiwapeye ‘ejsems ‘0sD

Isejjisejwaw seuaddeg/Ndd uelijuaway|

leusSusw 1se|n3aJ IsesiuowieH

Jo3eipu|

1984

Jopyas sejur

yejunawad

jpuny 1yy

Isepuawo|ay

uepeg 138ul] uein)nSuad Isejuawa|dw] ueyieqiad iIsepuawoyady I

el1ay]

euedUay Uep yelseq ISy euedusy wejep
uejn(ue|agay 1393e.3s BAUBPE UBY 1}SBWSIA
:yesaep yejuriawad

1193au Jen| ueeAeiquiad uedunjued.ualey
1iep Jen|ay| 139)e.1S Uep X13sawop

eAep Jaquins ISes||Iow euedUS. JenquisiA|
na)uawa)| uep seuaddeg

Suequiaisnw ueeuesyelad wnjagas

esap del3as Ip euep sejlioLid ueynjususw
3NJun Suunjs Ynquial eAuepe SUCIOPUSN -

Bunpunis ynjun essp euep sejiorid

AMUN 6TOZ/TT U L1Add esspuswiiad
ueunJuny ejoy/geJad eAuepe SuoJopusiy -

Bununys ueyedsouad

uep ueunanuad 3njun dnxnd SueA essp

euep ueyjisexo|eSusw essp yejuliawad




D

CENTER FOR

C

INDONESIA'S STRATEGIC

g
=
£
H
g
g

Badan Balita dan

inggi

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

ueanyn3uad
wJoped Isesiuowiey
eped uexjesagyIusw
ueguap Suequiay
ynquiny uenejuewsd

ueeuesyelad nfunjad

NSy

ylpuiy

Suedwny yepi} SueA eAuule|
w.ojie|d euss npueAsod
we.J30.d uep ISUSAISIU|

dd4
uep ‘npueAsod “Hd S|d Isejuswa|dwi

Isen|eAs uep uenejuewad
njuequISW ‘1pn3s Uexnye|ain

uexyningip

3ueA siuya3 uenjueq uep ueynsew
ueyjlIsquisaw :1sajo.d Isesiuesio
uep Isiwapee ‘e}sems ‘0sD

ejljeg ueSuequiiusad

uejng uep npueAsod eased yewn. uesunfuny
‘Sd SId weudoud eped yewn. uedunfuny
ueejepuad uep ‘uednyed ‘swisiuexsw
Isel3aqul uep ‘isesiuowiey ‘ueyieq.ad
ueynNXe[aW uejeyasay] ueLIsjuswa)|

npueAsod

leuaSusw HHd uep esspusway| ‘1iSepusuway|
‘s9yuUsWY edejue uesad uelSequiad

1195 ISEUIP.I00Y Ise)l|Isejwaw seuaddeg

uepeq 133ui} ueanyn3uad
ueueAe| wJojie|d ised3aju|

Jepuelstal nmin
Jefe piijiwsw npuesod %00T

Bununjs sejlaold

snyo] Ip npueAsod dery

Ip ISedq|exda} uep Jepueisial
‘lepewaw SueA uepeq 133ul}
ueanyn3uad je|e eAueipasts |

Jepuels
lensas SueA uepeq 133ul} nyn jefe
ueyeung3usw }njun jiex1s} 1sipeld
SuoJopusul :1saj0.d IsesiuesiQ

ISeJq||exJa} uep Jepueis.al ‘lepewaw
3ueA Jnyn jeje ueeipasialey
uenejuewsd njuequisw :1sajoad
Isesjues.o uep isijwapee ‘0sd

Jape| yajo uexeunsip

yepnuw yiga| SueA unyn jeje
ueSuequwiaduad ISeAoul NJueqUIS|A
Jnyjn jeje ueepeguad yNJUn ¥YSO
ISex0le uexyljeSusw e3sems 10349s

npueAsod
Ip N3N jeje ueepesduad ynjun euep
ISEX0|e ISe)OApE UeyNyelsw QS

npueAsod 1p ewes.iaq uepeq 133u1} Jn)N
Jeje ueepe3uad 3njun euep ueyjisexojesusw
esap ejeda)|/yelaeq yejuliswad

03{IS14 J0Pe) uep Iseynpa ynun
Jspey ysjo uexeunsip yepnw SueA Jepueisisl
uepeq Suefued unxn jeje uexSuequiaBuaip

sejl|igel[a. uep sejjeny| Ifn ynjun
S0|e180-3 Ip SEJI[eNny| [043UOY UEXNXE|S|A|

IseJql|ey.a] uep ‘Jepueisisl

‘lepewsw SueA uepeq 133ul} Jnyn jeje
Ij1|Iwaw Buiunis sejluolid snyoj Ip hpueAsod
der} ueyji3sewsw uejeyasay uelisjusW)

Bununys sejraord snyo|

Ip npueAsod dery 9y 1seaqi|e.Js3
uep Jepuels.sl ‘lepewsul

SueA uepeq 138ur3 ueanynduad
1eje eAUBIP3S1S] UBX13SeWS|A|

¥20¢ unyel eped yie|isy 1zi3
weJ30.4d Sue3awad uep uepiq
‘npueAsod  Jspey  ynun|ss

sejljenyJaq uep
lundwnw SueA uejeyasay
e3eua) uep npueAsod Japey|

npueAsod Japey uep uejeysssy
e3eusa) epeday ueSuidwepuad

uep Buipjing A31opdpd ueynyepw
ue3uap sejisedey| uejex3uluad sssoud
senjJadwaw :1sajo.d Isesjuesio

uep Isiwapee ‘e}sems ‘0sD

essp euep/gddv

J1ema| ueleyssay| eSeusl uep npueAsod Jspey
sejisedey uejex3uluad ynjun ueeAeiquiad
ueyjisexojeSusw yelaeq yejuliawad

esap ueduijuaday nySuewsad
ueyjjeqijsw eJs3as jnfue| yepull uodsau
uesusp 1zI3 yejesew 1ulp 1sya3ap uenfny
ueSusp suUe|ISAINS W)SIS JendJadwaip|

yeJsep 3ynun
siud@1 uesuiquiq uep ueyiie|ad ‘Isesi|el1sos
ueye.e33usSAUSW Ueleyasa)| uelisjuswa)

npueAsod

Isew.ojul wajsis uesodead
uep uejejedusd ({7) e1u9S
‘Buiasuoy| (g) ‘elep Isezaidisjul
(2) ‘uepeq 138u13 ueanyn3duad
(T) :leusSusw ueleyasay|
e3eua} uep npueAsod

Japey sejisedey ueyjensusip




DI

CENTER FOR

U

INDONESIA'S STRATEGIC

DEVELOPMENT INITIATIVES

Badan Balita dan

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

inggi

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

Japey|
ueyiiejad uewopad uep esap
1e33u13 1p nyjejiuad ueyeqgn.ad
1sexiunwoy| ueeuesye|ad
jynfuniad uejigJausd

nyejriad
ueyeqgn.ad dAuedwey|
usuodwoy  uedusp  Isye

euUBdUSJ Uep 1591..3S IjIwaw
e103/Ualedngey| yejulawad

yejuliawad epedsy ueynsew
ueyjlIaquisw uep SuoJopusw -
nyeji4ad ueyeqniad
1sex)iunwoy| 1391e.1s 1senjeAs
uep uenejuewsd uednyeRN -
nye|liad ueyeqniad uep |euoiseu
sAuedwey 1393e4}s ueSusp 1ensas
Bunpunis leusgusw IsexNpa [1sjew
uesenjJegaAuad njuequiaw -
‘Is9j0.d |sesiued.io
uep Isiwapee ‘eysems ‘S

uejeysasay e3eus) uep npueAsod

Japey| ynjun nyjejlad ueyeqnuaad sAuedwey
leusSuaw sjuya) ueSulquiiq uep ISesl|elsos
uexele33uajaAusw uejeyasay uelus W)

nyejiuad ueyeqnuad sAuedwey| [npow/Lisjewl
1enquISW Ueleyasa)| UeLIisjuswo)|

UeJaep IS)e euedUaJ Uep [8a)eu)s
weep nyje|liad ueyeqnuad [sexjiunwoy]

usuodwoy| uexpnNsewsw Yedaeq yejuriawad

ueynquniJad
ueueAe|ad 1yed wejep

nyjej11ad ueyeqnuaad 1Sex1unwoy

usuodwos| UeX3Nsews|a]

uejeyssay| sel|isey)
uep npueAsod Ip uepeq 138ul}

uejeyssay| seyl|isey
uep npueAsod Ip uepeq 133u1}

Jepue)sial uep eipasis)

BueA swsiuexaw [ensas uepeq 133u1}
uejode[ad uep uejlejesuad uednes|n
‘uejeyasay Isajoud Isesjuesio

uejeyssay sell|isej uep npueAsod
1p Suequiay ynquiny uenejuewsd
ueueAe|ad Jepue)s ueunsnAuad

lededtal N

-d-)=S e83uly uepeq jeJs(q |isey uenejuewsd

ueynyeaw usjedngey| uejeyasay| seuiq
yesaeq yejuriawad

ej0>/uajednae)] jex3ui} 93 ledwes npueAsod
1e3uiy 1iep ejijeq uepeq 183ul} uesodejad

ueleyssay
sejl|isej uep npueAsod

uejodejad uep uejejeousd | uelodejad uep uejejedusd wejep ueynsew ueyLiaqusw 1sajoid uep uejejeousad piepue)s ueyisesijeisosusw | 1p eyjeq uepeq 133ur} uesode|ad
Jepuels uelqJausd | swsiueysw uep  Jepueis Isesiues.io uep Isiwapeye ‘0sd uep Jenquisu uejeyssay| ueljusway| awisiuexsw 1y1eqtadwain|
Jnwin
ejljeq epeday ueyiaqip SueA depeyJa} uepeq 133u1} uejejeouad ynjun
Jesep ueueAe| 1eSeqas Jepuels 1ensas VI3 ming ueeung8uad [jequiay SuoJopuain
uepeq 138u1} uednyn3uad ueynyePw
:uejeyasa Isajo.d [sesiuesiQ npueAsod
Ip eljeq ueynquinuad uenejuewsd
npueAsod Japey uep uejeysssy SIU9] leusSusW |NPOoW/1i93ew JenquisiA|
eSeua) epeday| ueSuidwepuad
uep Suipjing Ayobdpd ‘Jauip.y uejeyassay sejl|ises uep
Jo Bujuip.y ‘ueyiyejad uexnepw npueAsod Ip Suequiay ynqwiny uenejuewsad
ueueAe|ad Jepue)s wejep a3 uepeq
uejeyasa seyl|isey 188u13 ueanynSuad usuodwoy| uexpnsewaw
uep npueAsod Ip Suequiay ynquing
uepeq 133uj ueamynduad | uenejuewsad ueueAejad |npowl/1193ew ‘6102
wnwiuiw ueueAe|ad ue3uap 1dex3ua)|ip undnew Jepuejs ueunsnAuad unye} 70N S UsWIsd 1ensas uejeyssay| eAuule| uejeyssay seyl|ises
Jepueis ueyeuesyeaw 3ueA npueAsod 1p Suequuay ulejep siuya} uenjueq uep uexnsew se}l|isej uep npueAsod Ip uepeq 133ul} uep npueAsod wuojyeld Ip
yelal SueA npueAsod ynquinj uenejuewsad ueyjlJaquiaw 1sajoud |sesjues.io ueanyn3uad 1ses8ajul leuaSuawi SesI|eISOS | eexJaq aedds ueynsie|ip uepedq
uednyed uejex3uiusd ueueAe|ad aepuels uep Isiwapese ‘ejsems ‘0sd ueynyejsw uejeyssay uerisjuswidy | 133u1} ueanyn3uad ueyiIsewsin

npueAsod

9 )Njun ejijeq pyijiwsw SueA edien|oy
del39s 1seynpasusw uep ueyjijsewsw ynun
Md Sld sexjeny uep uednyed uejexuluad




ueinyn3uad

siuya1ynfuniad ueyleqgtad unsnAusw
wejep uesunynp uexLsqusi
ueyiie|ad wn|nyjLIny| eped asup.insso
AJjbnb uexLIBqWIS|A :Uejeyasay
1s9jo.d 1sesiues.io uep isiwspexy

eAuueeulq

1suejsul Ip uoisiAladns aAlpioddns
ueynye@w ynjun uesunynp
ueyeIpaAusW BISEMS S/ IUIY
ML siseqtsq ueyiyejad

Badan Balita dan

.mc eueJes ueepe3uad njun Yso
b eWaX S uesuap 1seloqe|oxaq :eysems

c ejep ue|ndwn3uad saso.d eped uoisiaiadns Japey| uep uejeyassy

o mm eAuueeulq yeAe|im Ip 9AI3I0ddNs ueynyeaw uejeyassy edeus) e3eua) ynjun uoisiriadns

eueyJspas uoisintadns aalzioddns uexeuesye|sw ueyupjSunwiaw YNjun HOg euep isexole aAI13oddns uep Buuip.y

uep jednyje ‘sejsf SueA 3}Njun yejuswad njuequisiy uey|LIsquIsW sayusWa) 1ZI9 Jesopjaliq 90IAJ3S-Ul IN|e[SW eueYISpaS

ueJode|ad uep uejejeousd uep jeanyje ‘sejaf SueA

ue.e3aAuad ueyielsd WIa)SIS uesNXe|sw yniun eAuueeulq yeAe|im Ip paepuelsial Japey| uep uejeyassy egeusy uejejeduad wWalsis uexnye|sw

uedjedepusw zi3 wes3oud | Jsped uep uejeysssy edeus) | Suuibi)  a0lAJRS-UI uedeuesye|sw | ynjun ueyiejsd wnnyuny uep 3uefusfisg ynjun ese33us|sAuad

Suedawad uep uepiq ynin|as sejisedey uejeyduiusd | njun yejuswad njuequisiy :0SD | ueyije|ad swsiuexsw ueelipsAusw INASddg sejisedey| ueyex)3ulusiy

JO}as sejulq yejuriswad
Jojexipu| 1984e] pUNY IHNY Isepusawoyay

Ised8ajulia] Suiunis ejeq uawaleuely ueyieqaad Isepuawoyay Il

SIpaw Sul|aSUOY Uep ISexyIunwoy
Jpjadsiad 1iep 1sexiunwoy
|npow Isenw.ioy 1I3uldwepusin
:uejeyasa) Isajo.d Isesjuesio

npueAsod Jspey uep uejeyassy
e3eus) epeday ueduidwepuad
uep 8uipjing A31o0dwd “Uauip.y

Jo Buiup.y ‘ueyiyead uexnyesw - -
nxe|luad
ueyeqnJad Iseyiunwoy| Suejusy
yeJaep 1393eJ3s uep uexeliqay
ueyj3igJausw ynjun yetseq

D

CENTER FOR

of
gz
H
it
&
EH

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

C




DI

CENTER FOR

U

INDONESIA'S STRATEGIC

DEVELOPMENT INITIATIVES

Badan Balita dan

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

inggi

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

wofivid

aBpajmouy eAuelpasta] -

VETHIE}
uep jeny SueA |euoiseN
uejeyasay| 1ISewoju| walsls

uejyningip ejiq siu3a3 uenjueq
uep uexnsew ueyLIsqusw :isajo.id
Isesiues.o ‘Isiuapee ‘ejsems ‘0SD

w.iofipjd aspajmoury uesuequisdusd

ynun aiompipy ueydelAusw jexeleAseln
uejeyasay jeloppUIg ewesssg -
s9)uawWaY unepsnd

Jeds} 1I30jouxa] uejeejuewad
INjejawW [euoiseN uejeyasay
ISeWIo4U| Wa3sIS Jeniadwalp

[eUOISEN] UBJRUSS3Y| ISBULIOjU|
WalslS  uejer e3ad  ISIA9Y

[euoiseN
uejeyasay IsewJoyu|
WalsIS uejer ejad  ISIASY

|euoiseN uejeyasay|
ISeWLIOJU| WSS Uejef B1ad ISIASIaW
3NIUN UBJBYSSSY UBLISIUSWDY
epeday| ueynsew ueyIaquIsw el
yodwo|ay wejep e1uas 3nyj1 :1sajoad
Isesiues.o ‘Isjwuapee ‘e3sems ‘0SD

|eUOISEN UBJeyasay| ISeWIojU |
walsIS  uejer elad wejep uejeqiad
3ynun Jopje uep ueduijusadsay nySuewsd
sejull efl1sy odwoley  ynuUsquIS|N -
eAuule| uexeligay
uep [sesipJepuels ‘ise|n8aJ uejenquiad
sejliolid ueunsnAuad Jesep 1pefusw 3ueA
uedeyejuad dewpeo. jJenquis Sa)USWSY
ewejn efusy jun sejul| eflusy yodwolay -
ueyyningip SueA
anpjnJjsedyul undnew Isuejsgns depeyusl
uelejiuad uep Iseulpiooy ueduijuaday
Nnun - efusy  dodwody  ynjusquisiy -
(Aipuonig pivg
Y3ypaH) |euoiseN uejeysssy ejeq snuwiey|
3¥Njusaq Wejep Saxuswa)y ewein el
Hun ys|o ienqip SueA deun| jex3uesad
1sexijde 1eSeqJaq IsesipJepue)s jenquisjn -

sa)uawia)] uiyepsnd

yeJaep uep |euojseu

uejeyasay ISewojul Wajsis
Ised3ajul - ynjun - si3aedls
euedual ueduequaduad -

ueduijuaday nySuewad Jejue
uelad uese[afay ueepsAusd -

RICIE!
|euoISeN Uejeyasay| Isewlloju|
Wa)SIS Uejef B39 ISINSIN

INGDdda uednded 1y
sejdold ejoy/gey  ynan|ss

ueyJode|a} SueA
ejep yejwn( eAuzey3uiusin

INGDdd-® uexeun33usw 3njun
ueSuede] Ip se8njad 13uidwepusip
:uejeyasay Isajo0.d Isesiuesio

NADdd®

|Isey 1Infuepyepuiusw uep uejeledsusd
ueyuejefusw yniun sewsaysnd

9d epeday ueduidwepuad 1saj0.4d
Ises|ues.o uep Isiwapee ‘0sd

lededua} winjaq SueA yeasep-yeasep
1p ueduriel anpnaisedjul uexjexq3ulusiy
(U TIENTEN|

INEDddD Janiss
uep Iseyji|de JenyJadwaw saxusway| uizepsnd

INGDdd® ueduidwepuad siuys}
wi3 ynjuaquiaw jexeleAsew 1zi8 jeoppa4iq

INGDdda leussuaw

sewsaysnd Hd ] epedsy ueSuidwepuad

uep ‘siuxa} ueuiquiq ‘1sesi|elsos
ueyjese33us|SAUSW uejeyasa)| ueliajuswa)

NGO dda ueeun3d3uad
uednyjed ueyjex3ulusin

sewsaysnd uep npueAsod
uejodejad  wWiISIS  ISIASY

USlIS1ys uep eueyuapas
yigs| 8ueA sewsaysnd
uep npueAsod ueiode|ad
wia3s1s eAURIPSSIS |

1u1 jees uesodejad

Se)IAID}9 o uelley eped ueyesepip
3ueA nieq uetode|ad wa)sis
eq021[n ueyeuESye|aW UB)EYISIY
ueLIajusWaY hjuequisiy :1sajoad
Isesiueg.io ‘isiuapee ‘ejsems ‘0sD

sewsaysnd uep
npueAsod uelodejad wajsis ueeueytsapaiuad
ueyj|nsn3usw uejeyasay 1sowo.d
uep Jswlld ueueAeq ‘eSsa)y jesopfa.diq

sewsaysnd
uep npueAsod ue.ode|ad
Wa)SIS ueyeueytspaAusin

1ACIA AT HAiccTiad 1D ANATNIAL 2N AIcIA 1A aapAidnn ann nn




D

CENTER FOR

of
gz
H
it
&
EH

C

Badan Balita dan

inggi

Implementasi Kegiatan Pengukuran T

Manajemen Data Stunting Terintegrasi di Indonesia

0Z0¢ unyey eped eissuopu|
1p Bununys ueuninuad
uep ueye3souad eAedn wejep
|e1sos  uenejuewad eqodiln

e|sauopu| Ip Suiaunis
ueuninuad uep ueyegasouad
eAedn wejep |e1sos
uenejuewsd swsSIUBYBIA

ueSuede| Ip uenejuewsd

uep sejisedey| uejex3uiuad Injejaw
$9s0.4d |emesSusw uep SuoJopusin
‘0SO

uexynIngip ejiq siuxs3

uenjueq uep ueynsew uexLIsquisw
3niun efisy yodwo|sy we|ep 1eqijds ]
:1sajoud Isesjuesio

uep Isiwapee ‘ejsems ‘0s)

sejiunwioy| 1e33ul} Ip elep ueyisnysipusw

uep ueyjiseyiunwodSusw 3niun QAN Injejaw
1349d3s esap ueeueduaJad epusde wejep 9y
3ununis ewejnus} 1z18 epusade ueXpNSeWws A
yeuaaep yejuriswad

Burunys ueunanuad uep
ueye3aouad eAedn wejep |eisos uenejuewad
awisiueyaw ueySuequasusw Jopje sejul| uep
/)1 sejul| dnous Supjiom ewesiaq seusddeg

(Aupigoaunon

[DI20S) |e1SOS Sell|Igejune
swisiuexyaw uexdelausw 3njun
NpIAIpUL uep |idiS jexeJeAseln
1sesiuesiQ uejeqi|1a1ay
swisiueyaw uex3uequiasusip

eissuopu|
1p 1zI3 ueyejesewad 3njun
JuswuiaA03-s  ueeuesyejad
3nfuniad uejigJausd

elIssuopu|
1p 1zI3 ueyejesew.sad
3N3UN JUSWUJISA0S

-3 ueeuesye|ad jnfunjad

uexyninglp ejiq sius3

uenjueq uep ueynsew ueyLIsgquisw
e[19 yodwo|sy wejep jeqil4a ]
:1sajoud Isesjuesio

uep Isiwapee ‘ejsems ‘0sD

ueyyningip SueA anpjnuisedjul
undnew Isuejsgns depeyJs} uelejiusd uep
1seulp.Jooy uesuijuadsy ynjun Jopje uep /3
sejul| efusy yodwoay ynjusqwsw seuaddeg

eissuopu| Ip 113 ueye|jesew.ad
3NN JUSWUISA0S

-3 ueeuesye|ad Jnfunjad
yeyseu uexSuequiasusin

elep
uefeysSued ynjun 1sewojul
wajsls eAuelpasia] -

ejljeq Suiunis

U9} IsusjeAsld InyejsSusw ynjun 1jexss
unyeas uinJd eaedss |gossS uedeuesyes|n
sa)3ueqyjuep sdgd

soxusway| ulzepsnd ueysuequiay|ip

SueA yjesHIN wuojield wejep

3uiun)s ueye3souad et} wesdoud
uep [susjeAsud ejep uelsed3sjuiBusd -

ejsems-dljgnd

uepjlignd-o1jgnd uejeysssy ueueAe| Jejue

ejep uedeyniiad uedupSunwaw  SueA
Isewriojul/elep wa)sis ueySuequiaBusiy -

wuojield

a8psimouy| uep 1z13 aseqelep sejl|iqes.
ulwefusw 1zI8  jelopjalq ewesssg -

ejep ue|ex3ued Iseuliojul wWalsis

eqod I[n uep uexy3uequiadusw jexeleAse|n
uejeyasay| Jesopplig ewestsag -

wi33sIs seyl|igesadolaul
ueyleq.ad e}Jss eund




